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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 November 2023

Nomor :100.2.1.6/7559/0TDA Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
Sifat : Penting di -

Lampiran : 1 Berkas Semarang

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah tentang
Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023-2026

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
180.0/2281 tanggal 11 Oktober 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah
Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 telah
dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum
ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam
Ber ita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
M Direktur Jenderal Otonomi Daerah
r. Akmal Malik, M.Si

2 Pembina Utama Madya (1V/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.




RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2026

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH RANCANGAN Judul dalam  ranpergub
NOMOR PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH tersebut dilakukan

TENTANG NOMOR ... TAHUN ... penyempurnaan

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TENTANG berdasarkan Angka 3 dan
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2026 RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN Angka 4a Lampiran 1I
KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026 Undang-Undang Nomor 13
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Tahun 2022 tentang
GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | Perubahan Kedua  Atas
GUBERNUR JAWA TENGAH, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan
Pengembangan Kepemudaan, perlu menetapkan Tetap
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang | Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-|Dasar hukum mengingat

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Undang Dasar Negara Republik | ranpergub tersebut
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Indonesia Tahun 1945; dilakukan penyempurnaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. Undang-Undang Nomor 40 | peraturan perundang-

5067); Tahun 2009 tentang | undangan berdasarkan Pasal




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023
tentang Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011
tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan
Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan
Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022
tentang Koordinasi  Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara

Kepemudaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 148, Tambahan
Lembaran negara  Republik
Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang nomor
6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara

7, Pasal 8 serta Angka 28,
Angka 48 dan Angka 49
Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.
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RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 0059 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitasi Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi Dan
Tugas Pelaksana Lembaga  Permodalan
Kewirausahaan Pemuda  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra
Pemberdayaan  Pemuda  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1449);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan
Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);

Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia

Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaan
Dan Kepeloporan Pemuda, Serta
Penyediaan  Prasarana  Dan
Sarana Kepemudaan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5238);

6. Peraturan Presiden Nomor 43
Tahun 2022 Tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 75);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembangunan Dan
Pengembangan Kepemudaan
(Lembaran  Daerah  Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran




NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 128);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: Diktum menetapkan
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA | Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR | ranpergub tersebut
AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TENTANG RENCANA AKSI | dilakukan penyempurnaan
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2026. DAERAH PELAYANAN | berdasarkan Angka 59
KEPEMUDAAN TAHUN 2023- | Lampiran II Undang-Undang
2026. Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

@

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Gubernur
dan Dewan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Perwakilan

. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah.
Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan :

Kbk

Tetap.
Tetap.
Tetap.
Tetap.

Pemuda adalah warga negara Indonesia

yang

memasuki

periode penting

pertumbuhan dan perkembangan yang
berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia
30 (tiga puluh) tahun.

Kepemudaan adalah berbagai

hal yang

berkaitan dengan potensi, tanggung jawab,
hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri,
dan cita-cita pemuda.

Pasal 1 ranpergub tersebut
dilakukan
berdasarkan:
a. Angka 109 Lampiran II
Undang-Undang  Nomor
12 Tahun 2011 tentang

penyempurnaan

Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,;
dan

b. Angka 98 dan Angka 104
Lampiran I  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.
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RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tengah.

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang
selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah
rencana aksi tingkat Daerah yang berisi program serta
kegiatan di  bidang Kepemudaan guna mewujudkan
sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya
saing.

. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang
berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh)
tahun.

. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan

potensi, tanggung jawab, hak, karakter,
aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
Organisasi kepemudaan adalah wadah pembangunan dan
pengembangan potensi pemuda.

Pengembangan kepemudaan adalah pembangunan secara
bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaan.
Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan,
serta kepeloporan pemuda.

Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau
memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan
kepemudaan.

kapasitas,

Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi

pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang

10.

11.

12.

13.

Organisasi Kepemudaan adalah wadah
pembangunan dan pengembangan potensi
pemuda.

Pengembangan Kepemudaan adalah
pembangunan secara bertahap dan teratur
yang berkaitan dengan kepemudaan.
Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan
kepemimpinan, kewirausahaan, serta
kepeloporan pemuda.

Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD
Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi
tingkat Daerah yang berisi
kegiatan  di

program serta
bidang Kepemudaan guna
mewujudkan sumber daya Pemuda yang
maju, berkualitas, dan berdaya saing.
Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah
Daerah  dan/atau  Masyarakat dalam
membantu dan/atau memudahkan
penyelenggaraan program dan/atau
kegiatan Kepemudaan.
Kemitraan adalah kerja sama untuk
membangun potensi Pemuda dengan prinsip
saling membutuhkan, saling memperkuat,
dan saling menguntungkan.

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau
ruang termasuk lingkungan yang digunakan
untuk Pelayanan Kepemudaan.




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

16.

17.

18.

19.

20.

termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan
kepemudaan.

Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan
yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa
di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk
materiil dan/atau non materiil.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
selanjutnya

Daerah yang
disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
kepemudaan.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha

Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sarana kepemudaan adalah peralatan dan
perlengkapan yang digunakan untuk
Pelayanan Kepemudaan.

Penghargaan adalah pengakuan atas
prestasi dan/atau jasa di  bidang
kepemudaan yang diwujudkan dalam

bentuk materiil dan/atau non materiil.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Masyarakat adalah warga negara Indonesia
yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang Kepemudaan.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
yang melakukan kegiatan
Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di
wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dewan

ekonomi di

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 dimaksudkan
sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas

Tetap




NO

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah

guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju,
berkualitas, dan berdaya saing.
BAB III BAB III Pasal 4 ayat (1) ranpergub
RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN tersebut dilakukan
Pasal 4 Pasal 4 penyempurnaan teknik
(1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 disusun | (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023- | penulisan berdasarkan
dengan sistematika sebagai berikut: 2026 disusun dengan sistematika sebagai | Angka 87 Lampiran I
a. BABI Pendahuluan; berikut: Undang-Undang Nomor 12
b. BABII Landasan Hukum Pelayanan Kepemudaan; a. BABI Pendahuluan; Tahun 2011 tentang
c. BABIII Isu Strategis Kepemudaan; b. BABII Landasan Hukum | Pembentukan Peraturan
d. BABIV Strategi Kebijakan Dan Program Prioritas; Pelayanan Kepemudaan; Perundang-undangan.
e. BABV Pengorganisasian Rencana Aksi; c. BABIII Isu Strategis
f. BAB VI Matrik RAD Pelayanan Kepemudaan Jaws Kepemudaan;
Tengah; d. BABIV Strategi Kebijakan Dan
g. BABVII : Penutup. Program Prioritas;
(2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 e. BABV Pengorganisasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Rencana Aksi;
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan f. BAB VI Matrik RAD Pelayanan
dari Peraturan Gubernur ini. Kepemudaan Jawa
Tengah; dan
g. BABVII Penutup.
(2) Tetap.
Pasal 3 Pasal 3 Pasal 3 ranpergub tersebut
RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 bertujuan | RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 | dilakukan penyempurnaan
memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta | bertujuan memberikan perencanaan dan | teknik penulisan
petunjuk teknis dalam pelaksanaaan pelayanan kepemudaan | koordinasi lintas sektor serta petunjuk | berdasarkan Angka 108
di Daerah. teknis dalam pelaksanaaan Pelayanan | Lampiran II Undang-Undang
Kepemudaan di Daerah. Nomor 12 Tahun 2011




NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan.
BAB IV 1. Dilakukan penambahan
PENDANAAN bab dan pasal dalam
Pasal 5 ranpergub tersebut
Pendanaan penyelenggaraan Peraturan berdasarkan Angka 282
Gubernur ini bersumber dari: Undang-Undang  Nomor
a. APBD; dan 23 Tahun 2014 tentang
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat Pemerintahan Daerah.
sesuai dengan  ketentuan = peraturan |2. Penomoran bab dan pasal
perundang-undangan. berikutnya kemudian
menyesuaikan.
BAB IV BAB V Pasal 5 ranpergub tersebut
MONITORING DAN EVALUASI MONITORING DAN EVALUASI dilakukan penyempurnaan
Pasal 5 Pasal 6 redaksional berdasarkan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang | Gubernur memberikan penugasan Perangkat | Pasal 25 Peraturan Presiden
Kepemudaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan | Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan | Nomor 43 Tahun 2022
RAD Pelayanan Kepemudaan. pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan | Tentang Koordinasi Strategis
monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD | Lintas Sektor
Pelayanan Kepemudaan sesuai ketentuan | Penyelenggaraan Pelayanan
peraturan perundang-undangan. Kepemudaan.
BAB V BAB V
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Tetap
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SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, Tetap
NANA SUDJANA
Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH Tet
PROVINSI JAWA TENGAH, ctap
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR

Tetap
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